
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nom.or 19 Tahun 2017 tentang Pencabutan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009
ten tang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah,
maka keberadaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2014
tentang Penyelenggaraan lzin Gangguan, sebagaimana telah

diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun
2014 ten tang Penyelenggaraan Izin Gangguan, perlu
dicabut;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang
Pencabutan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2014
tentang Penyelenggaraan Izin Gangguan, sebagaimana

Telah Diubah Dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun
2017 ten tang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2
Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Izin Gangguan;
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MEMUTUSKAN :

PERATURANDAERAH TENTANG PENCABUTAN PERATURAN
DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG PENYELENGGARAAN
IZIN GANGGUAN SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN
PERATURANDAERAH NOMOR 3 TAHUN 2017 TENTANG
PERUBAHANATAS PERATURANDAERAHNOMOR2 TAHUN
2014 TENTANGPENYELENGGARAANIZINGANGGUAN
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dan
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2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang

Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam wilayah

Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan

Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 1958

Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik

IndonesiaNomor 1655);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

NegaraRepublik Indonesia Nomor 5587) sebagaimanatelah

beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang

Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran

NegaraRepublik IndonesiaNomor5679);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2017

tentang PencabutanPeraturan Menteri Dalam NegeriNomor

27 Tahun 2009 tentang PedomanPenetapanlzin Gangguan

di Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2016 tentang

PerubahanAtas Peraturan Menteri Dalam NegeriNomor 27

Tahun 2009 tentang PedomanPenetapanlzin Gangguandi

Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017

Nomor481);
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LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR TAHUN 2020 NOMOR 4

Ditetapkan di Selong

pada tanggal 7 September 2020

Pasal2

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya

dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Timur.

Pasal 1

Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2014 ten tang

Penyelenggaraan lzin Gangguan (Lembaran Daerah Kabupaten

Lombok Timur Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran

Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 1), sebagaimana telah

diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tabun 2017 tentang

Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2014 tentang

Penyelenggaraan Izin Gangguan (Lembaran Daerah Kabupaten

Lombok Timur Tahun 2017 Nomor 3, Tambahan Lembaran

Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 3) dicabut dan

dinyatakan tidak berlaku.
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